BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR {! TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2017 - 2022 '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal- 272 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
berpedoman pada RPJMD;

: b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
' Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);




3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438};

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 3};

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022;

Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA

STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BOMBANA TAHUN 2017-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.
Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf d
angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bomana Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya
saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu
di daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebjjakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis,
efisien, dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk Periode 20 {dua puluh) tahun terhitung




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025
yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk Periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
Bombana

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang
selanjutnya disingkat Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah
Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana untuk perode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana yang
selanjutnya disingkat Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah
Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
untuk periode 1 (satu) tahun.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah
untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam
pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan
kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta
target pembangunan nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan
kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah di masa yangakan datang.

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
janga waktu 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcame) program perangkat daerah.

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran.

Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap




25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

sebagai penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai
sasaran RPJMD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(outputf) dalam rangka mencapai hasil (uotcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari
kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber
daya pembangunan.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impaci).

Keluaran (outpuf) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa
dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu
program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
beberapa program.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam
rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang
wilayah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan
dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan
KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program.




38. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat
SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang
saling terhubung wuntuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.

39. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa Kini dan generasi masa depan.

40. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 3

(1) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatifi

(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan Kkegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
tercapaianya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

(3) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berkut:

Bab I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Perubahan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab Ill : Permasalahan dan Isu-Isu Strateis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan




Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil
Bupati

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV  : Tujuan dan Sasaran

BabV : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI  : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

(4) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 JArUAt) 2020

PARAF KOORDINASI
NO [UNIT/SATUAN KERJA| PARAF BUPATI B ANA,

1|/ Pbor /
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3 | Kagat Pol pp r’%xézz
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Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2o jarve® 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BEANGGA HARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR .........




RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Bombana Tahun 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada
hakekatnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk
mengurus, mengatur dan mengelola berbagai kegiatan pemerintahan dan
pembangunan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di daerah.
Terselenggaranya cara berpemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Olehnya itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan
pembangunan daerah yang tepat, jelas, nyata, sistematis dan terpadu
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun
2017-2022 memuat 5 (lima) Agenda dan 9 (sembilan) Strategi
Pembangunan yang akan dilaksanakan secara komprehensif, sehingga
pembangunan lima tahun ke depan diharap mampu membawa
masyarakat Kabupaten Bombana lebih meningkat dalam hal kesalehan,
berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat

perencanaan strategis urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan

[




RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana Tahun 20172022

masyarakat serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran yang
terintegrasi.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten

Bombana Tahun 2017-2022.

Di samping itu, Rencana Strategis (Renstra) yang disusun sebagai
alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan
urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta
urusan penanggulangan bahaya kebakaran 5 (lima) tahun dan tahunan
untuk penilaian keberhasilan mendatang bagi manajemen Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana, rencana strategis dipandang sebagai :
% Alat bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

% Gambaran visi, misi, persepsi dan interpretasi serta strategi bagi
Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengantisipasi tantangan
pembangunan yang dihadapi.

% Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam

proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya
pancapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-
2022 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran

strategis serta strategi pencapalannya (program dan kegiatan).




RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombuana Tahun 2017-2022

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bombana Tahun 2017-2022, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai

dasar, yaitu :

a.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4421};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578});
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178};

g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rangcangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah;

J. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.
1540, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana,;

L. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bombana Tahun 2017-2022;
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m. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, terutama yang terkait dengan
urusan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
serta urusan penanggulangan bahaya kebakaran 5 (lima) tahun dan
tahunan untuk penilaian keberhasilan mendatang bagi manajemen

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polist Pamong Praja
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman dalam
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana untuk jangka

waktu lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Pembahasan
Sistematika Pembahasan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

BAB!1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Pembahasan

BABII GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOMBANA
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana
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BAB III

BAB IV

BABV

BAB VI

2.2,

2.3.

24.

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
Bombana
Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Bombana Tahun 2017 - 2022

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Sulawesi Tenggara

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.

4.2,

4.3.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana

Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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.BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah membantu
Bupati Bombana melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta

pencegahan dan penangulangan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum, penegakan pelaksanaan Peraturan
Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat,
serta pencegahan dan penangulangan kebakaran;

b. Pelaksanaan  kebijakan pemeliharaan dan  penyelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan
Keputusan Bupati;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan  penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah,
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Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisin Republik
Indonesia, PPNS dan Instansi terkait;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan
Bupati;

g. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadam
kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pencegahan, pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana teknis;
dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Di samping tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, juga secara
terinci tercantum pada Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana dapat diuraikan

sebagai berikut :
1. Kepala Satuan :

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan,
menyelenggarakan, membina, mengevaluasi ketentraman masyarakat dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan
Keputusan Bupati, perlindungan masyarakat serta pencegahan dan

penanggulangan kebakaran, juga melaksanakan urusan ketatausahaan.

2. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan Kegiatan,

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan
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perencanaan, Keuangan, umum, ketatausahaan, Kepegawaian dan
pengelolaan aset.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program Kegiatan urusan program dan perencanaan,
keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
b. Pelaksanaan program Kegiatan urusan program dan perencanaan,
keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan perencanaan,
keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program
dan perencanaan, keuangan, umum, Ketatausahaan, kepegawaian
dan pengelolaan aset.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub bagian program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Satuan,

b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Satuan.

c. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan

kerumahtanggaan.
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3. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum :

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan, membina, memelihara dan

mengawasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketentraman Masyarakat dan

Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum serta operasi pengendalian dan
pengawalan.

Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi
pengendalian dan pengawalan.

Penyelenggaraan  pelaksanaan ketentraman  masyarakat dan
ketertiban umum serta operasi pengendalian dan pengawalan.
Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman
dan supervisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta
operasi pengendalian dan pengawalan.

Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta operasi
pengendalian dan pengawalan.

Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi
Pamong Praja.

Penetapan rumusan pemeliharaan Kketentraman masyarakat dan
ketertiban umum.

Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan

Pimpinan Daerah dan pejabat lainnya.
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i. Penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung-gedung milik
Pemerintah Daerah.

j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat
dan ketertiban umum.

k. Pelaporan pelaksanaan tugas ketentraman masyarakat dan ketertiban
umurm.

. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum.

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terdiri atas

a. Seksi operasi dan pengendalian mempunyal tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum.

b. Seksi ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum.

c. Seksi pengawalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan
pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan tamu penting

daerah.
4. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah :

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas

memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan
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mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan

Perundang-undangan Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan,

penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-

undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

Penetapan penyusunan rencana dan program Kkerja penegakan
Peraturan Perundané—undangan Daerah.

Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah.

Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah.

Penyelenggaraan fasilitasi penegakan Peraturan Perundang-undangan
Daerah.

Penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan
Peraturan Daerah.

Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan
Perundang-undangan Daerah.

Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan
pemeriksaan pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Daerah.

Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan
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operasional pelaksanaan tugas PPNS.

1. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran
Peraturan Perundang-undangan Daerah.

m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah.

n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah.

0. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja
/instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah.

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:

a. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

b. Seksi kerjasama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
kerjasama penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

c. Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Perundang-

undangan Daerah.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat ;

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di perlindungan
13
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masyarakat yang meliputi satuan perlindungan masyarakat dan

pembinaan potensi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :

a.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan,
mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis
dan fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat.

Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data
kegiatan pelatihan anggota perlindungan masyarakat.

Penetapan rumusan Kkebijakan operasional anggota perlindungan
masyarakat.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data anggota perlindungan
masyarakat.

Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan
sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan
fasilitasi program perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja
/instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan
masyarakat.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
Seksi data dan pengembangan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan

14




RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana Tahun 2017-2022

pelaksanaan tugas pendataan, pengelolaan, peningkatan dan
pengembangan sumber daya aparatur satuan perlindungan

masyarakat.

b. Seksi operasional perlindungan masyarakat mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi
pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan
bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban

masyarakat.

c. Seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas bina potensi masyarakat meliputi karakteristik
sosial budaya masyarakat, potensi kerawanan, potensi pencegahan
penanggulangan dan potensi masyarakat dalam penanggulangan
bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban

masyarakat.
6. Bidang Pemadam Kebakaran:

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyal tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran
menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan

penanggulangan Kkebakaran serta pertolongan dan penyelamatan

terhadap bencana kebakaran, bencana alam dan bencana lain.
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b. Pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan
kebakaran, bencana alam dan bencana lain.

c. Pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk
evakuasi.

d. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain
dalam rangka menanggulangi kebakaran, bencana alam dan bencana
lain, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan,
pencarian dan penyelamatan bencana.

e. Pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, bencana alam dan bencana lain.

f. Pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat
pemadam kebakaran yang beredar.

g. Pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan
dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium.

h. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi
pemerintah, swasta dan masyarakat.

i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja
/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
penanggulangan kebakaran.

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas :
a. Seksi pencegahan dan penyuluhan kebakaran mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta
pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang

berhubungan dengan pencegahan dan penyuluhan kebakaran.
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b. Seksi pengendalian operasional kebakaran mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta
pengawasan dan pengendalian program operasional pengendalian
bahaya kebakaran.

c. Seksi sarana dan prasarana kebakaran mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta
pengawasan dan pengendalian program pengadaan, pemeliharaan
peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat

penyelamatan.

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi, maka Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagaimana Peraturan
Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bombana, tersusun dan terstruktur dalam beberapa
jenjang jabatan Struktural yang dapt diringkas secara sederhana sebagai

berikut :
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2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta pemenuhan

Struktur Organisasi, Komposisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana sebagaimnana tertera pada tabel berikut :

No. Jabatan Eselon | Keadaan | Kebutuhan | Jumlah

1 2 3 4 5 6
1. [ Kasat Pol PP IHb I - 1
2. | Sekretaris Il a 1 - 1
3. | Kasubag. Umum dan Kepegawaian IVa 1 - 1
4. | Kasubag. Program IVa - 1 1
5. | Kasubag. Keuangan IV a - 1 1
6. | Kabid Tranmas dan Tibum b 1 - 1
7. | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | IV a - 1 {1
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8. | Kasi Operasi dan Pengendalian IVa - I i
9. | Kasi Pengawalan IVa - | 1
10. | Kabid Penegakan Perundangan Daerah Hib 1 - 1
11. | Kasi Binluh dan Pengawasan IVa 1 - 1
12. | Kasi Kerjasama IV a - I
13. | Kasi Penyelidikan dan Penyidikan IVa 1 - 1
14. | Kabid Perlindungan Masyarakat Hl'b 1 - I
15. | Kasi Data dan Pengembangan IVa - 1 1
16. | Kasi Operasional Linmas IVa - 1 1
17. | Kasi Bina Potensi Masyarakat IVa 1 - 1
18. | Kabid Pemadam Kebakaran 1HIb 1 - 1
19. | Kasi Peneegahan & Penyuluhan Kebakaran | IV a - 1 1
20. | Kasi Pengendalian Operasional Kebakaran IVa - 1 ]
21. | Kasi Sarana dan Prasarana Kebakaran IVa 1 - i
22. | Staf Kantor :

- PNS - 13 12 25

- PHTT - 20 - 20
23. | Personil Lapangan :

- PNS - 7 26 33

- PHTT - 139 113 252

TOTAL 190 163 353

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dan keilmuan yang

dimiliki, maka komposisi sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bombana khususnya Pegawai Negeri Sipil terdiri

atas S2 sebanyak 1 orang, SI sebanyak 21 orang, SLTA sebanyak 9

orang.

Sarana dan Prasarana pendukung operasional

Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Satuan Polisi

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN |
1. Kendaraan Dinas Operasional
- Sepeda Motor 15 unit 13 baik, 2 rusak
- Mobil Patroli 2 unit 1 baik, 1 rusak
- Truck Dalmas 1 unit sedang
- Mobil Mini Bus 3 unit 1 baik, 2 rusak
- Mobil Pemadam Kebakaran 2 unit 2 baik
2. Peralatan Lapangan
- Tameng PHH 41 set 39 baik, 2 rusak
- Mega Phone 3 buah 2 baik, I rusak
- Pentungan 30 buah Baik
- Pakaian Tahan Panas PMK 3 set Baik
3. Alat-alat Komunikasi:
- Pesawat HT 24 buah 10 baik, 14 rusak
- Pesawat Rig 1 buah sedang
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2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Bombana
a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk
mewujudkan masyarakat Bombana yang taat dan patuh terhadap
Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana berupaya semaksimal mungkin untuk
mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang
Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti
dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan

dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana juga mengadakan kegiatan Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati secara non yustisi.
b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

Wilayah Kabupaten Bombana yang begitu luas dimana terdiri dari
22 kecamatan dan 144 desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk
yang beraneka ragam {heterogen) sangat dimungkinkan menimbulkan
gangguan ketentraman dan ketertiban. Unjuk rasa yang marak terjadi di
Kabupaten Bombana juga tetap menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bombana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk
mewujudkan Kketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati di Kabupaten

Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktifi dan
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profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan

sebagai motivator.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah
Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan
operasional roda empat sebanyak 2 (duaj unit, terdirt darn 1 (satu) unit
mobil patroli kamtrantibmas dan 1 (satuj unit truck dalmas serta 4

(empat} unit motor patroli.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan
penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi penegakan
peraturan daerah dan peraturan bupati, sebagaimana dalam kewenangan

dan kewajiban Polisi Pamong Praja, yaitu :

» Kewenangan Polisi Pamong Praja :

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum
yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah.

c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga
mayarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

» Kewajiban Polisi Pamong Praja :

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi
manusia serta norma-norma sosial lainnya yang hidup dan
berkembang di masyarakat.

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
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c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau
kejahatan.

d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga

adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi
Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas
keamanan daerah dengan :

1. Kegiatan patroli gangguan trantibum, yang meliputi Kkegiatan
pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran perda dan
penanganan terhadap gangguan trantibum.

2. Kegiatan penegakan perda yang meliputi kegiatan operasi penertiban

pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bombana.
Perkembangan jumlah personil Satuan Polist Pamong Praja di
Kabupaten Bombana jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di
Kabupaten Bombana dari tahun 2012 s/d dengan tahun 2016 dapat

digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini :

Tahun | Jumlah Pol-PP | Jumlah Penduduk Rasio
2012 30 146.072 2,05
2013 30 150.186 2,00
2014 28 159.718 1,75
2015 30 164.809 1,82
2016 28 170.020 1,65

Secara umum rasio capaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana fluktuatif sesuai target yang telah ditetapkan setiap
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tahunnya. Dari sasaran yang telah ditetapkan, hampir mencapai kinerja
yang diharapkan, tingkat keberhasilan pada akhir periode renstra untuk
sasaran strategis penegakan peraturan daerah/peraturan kelapa daerah
mencapai 100 %, pada sasaran strategis pemeliharaan ketentraman
masyarakat dan ketertiban umum mencapai 100 % dan sasaran strategis
perlindungan masyarakat mencapai 83 % sehingga dapat dikatakan
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Hal
ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang
ingin diwujudkan pada hasil {outcome) setelah dilakukan pengukuran
kinerja dari tahun ke tahun, seperti yang dipaparkan pada table berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana

Indikator T Target Renstra SKPD Tahun ke- | Realisasi Capaian Tahun ke-§ Rasio Capaian pada Tahun ke~
Kinerja sesuail Target | Target -
No Indikator
Tugas dan | SPM | 1IKK 1y oo ] 2012 [ 2013|2014 | 2015 § 2016 [2012{2013 1201412015{2016] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 {2016
Fungsi SKPD
@) 2} 3) “) (3) {6} [ @) (k)] W Al jaylasn) ue | Gn | ® § (9 | 20
Cakupan
Pencgakan .
1. Perda dan 100 % 70 75 80 85 90 { 70 { 75| 80 1 85 | 90 { 100 | 100 { 100 | 100 | 100
Perkada
Cakupan .
o 3 kali . . . . - [2.00 12,05 (2,18 (2,18 (3
2. {Patrali § - 2 D I Sl e .
Tranniastliat;s:m schari 2 kali [2 kali |2 kali |3 kali |3 kali kali |kali [kali |kati |kali 100 102 (109 (72,7 | 100
Cakupan
Rasio Petugas (1 1.55 1,66 11,66 {166 11,66
. 2 > R B ) E)
3. | Perlindungan {Orang fkgfg T fRa‘g fR?vrg vaov'g org [org |org |org [Org |775 183 {83 (83 le3
Masyarakat  [/RT /RW /RW [/RW /RW [/RW
(Linmas)

Sedangkan penganggaran dan realisasi belanja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana setiap tahunnya dapat dilihat pada
tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Bombana (Lampiran 1).
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bombana

Tantangan (Threats):

1.

Luasnya wilayah kerja yang terdiri dari 22 kecamatan dan 144
desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka
ragam (heterogen) sehingga sering menimbulkan gangguan
ketentraman dan ketertiban,

Unjuk rasa dan pertentangan yang marak terjadi di Kabupaten
Bombana.

Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak/wajib
retribusi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah

dalam mentaati kebijakan/regulasi daerah.

. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penegakan

peraturan daerah.

. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap peraturan

perundang-undangan.
Keterbatasan sarana dan prasarana dibandingkan dengan luas

wilayah.

Peluang (Opportunitties):

1.

2.

Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adanya pembinaan personil dan diklat.

. Adanya dukungan kebijakan pemerintah kabupaten

. Adanya kemitraaan antara Pemerintah, TNI. POLRI, LSM, Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan
peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati di Kabupaten
Bombana, Satuan Polisi Pamong Praja sering mengalami permasalahan-
permasalahan di lapangan yang menjadi tantangan sebagal organisasi
perangkat daerah antara lain :

a. Luasnya wilayah kerja yang terdiri dari 22 kecamatan dan 144
desa/kelurahan serta kondisi demografi penduduk yang beraneka
ragam (heterogen] sehingga sering menimbulkan gangguan
ketentraman dan ketertiban.

b. Unjuk rasa yang marak terjadi di Kabupaten Bombana dengan agenda
tuntutan yang beraneka ragam di segala bidang/aspek pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan publik.

c. Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha atau wajib pajak / wajib
retribusi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang rendah
dalam mentaati kebijakan/regulasi baik Peraturan Daerah, maupun
Peraturan dan Keputusan Bupati.

Ketiga permasalahan tersebut di atas dipengaruhi oleh dua faktor

utama yakni :

a. Faktor Internal :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur.
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- Personil didominasi dengan Pegawai Non PNS (PHTT) dengan
rasio 84 % PHTT dan hanya 16 % PNS.

- Banyaknya jabatan struktural yang masih kosong yakni :

4.2 (dua) Kepala Sub Bagian belum terisi yakni Sub Bagian
Program dan Sub Bagian Keuangan.

48 (delapan) Kepala Seksi belum terisi yakni Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Operasi dan
Pengendalian, Seksi Pengawalan, Seksi Kerjasama, Seksi
Data dan Pengembangan, Seksi Operasional Perlindungan
masyarakat, Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran dan
Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran.

- Kurangnya personil yang telah mengikuti pelatihan dasar
dimana baru setengah dari semua jumlah personil yang telah
mengikuti pelatihan dasar dan hanya 8 (delapan) orang yang
bersertifikat, terdiri dari 5 (lima) orang PNS dan 3 (tiga) orang
PHTT.

- Tenaga PPNS Bidang Penegakan Perda hanya 1 (satu) orang
yakni Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
sehingga belum berfungsi secara maksimal.

2.Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional di
lapangan.
3. Keterbatasan dana operasional.
b. Faktor Eksternal :
1. Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan
daerah, peraturan dan keputusan bupati.
2. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan

ketertiban umum.
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3. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

VISI Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017-2022 adalah :

“MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-

2022~

Makna Sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi
filosofis dari suatu keadaan : Masyarakat Kabupaten Bombana yang

religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

Misi ;

1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi,
memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan
membuka isolasi wilayah.

2. Melanjutkan Reformasi  Birokrasi; dimaksudkan untuk
menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan
prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) aparat yang
memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam
jenjang karir serta promosi jabatan.

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; dimaksudkan untuk
menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara
berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk
mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor

pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
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4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan tagwa,

kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui

peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.

5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat

Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana

yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang

didasari pada kearifan budaya lokal.

Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2017-2022 dalam

RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 tersebut mengacu dan

berpedoman pada Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2013-2018, dan oleh karenanya tedapat hubungan yang kuat. Maka

dari itu, Peran Satuan Polisi pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD

Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yaitu :

5 e

18MelanjitkangpercepataiPonbanglnary

PR

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi_

A TMelan)utkanl Eembangunan Ekonomy
éijﬁcﬂinuﬂziﬁﬂﬁffzﬂiamniﬁiﬁnakﬂiﬁaﬁ
SumbetDayaManusia
kflﬁtﬂiﬂﬂﬂﬂﬂﬁ[iiﬁEﬁﬁﬂﬁihﬁhﬁﬂimmyﬁﬁﬁ%
| BUdaya Masyarakat Bombane]

s s

ﬁﬁﬁﬁﬂﬂ?ﬁﬂﬁﬁfﬁin_

’!enguétkan Tata Kelofa Pemerintahan dan

{PelayananPublik

b

RPN

| Terwu}ﬁdnYa Pelayanan Publik Berkualitas
{Tervsujudnya Birckrasi yang Bersih dan

IAkuntabel

|

~N

28




RENSTRA Satuan Polsi Pamong Praja Kab. Bombana Tahun 2017-2022

TUJUAN, SASARAN STRATEG! DAN ARAH KEBIAKAN SATUAN POUSI PANIONG PRAIA

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 | Mewujudkan Meningkatnya Memelihara Peningkatan kualitas
Pelayanan Publik kualitas pelayanan ketentraman dan pengamanan dan
Berkualitas publik QPD ketertiban umum pengayoman

dengan melaksanakan tranmastibum serta
patroli siaga gangguan Menggalang kesadaran
tranmastibum serta masyarakat untuk

Peningkatan kesiagaan berpartisipasi dalam
dan pencegahan bahaya | pencegahan dan

kebakaran pemadaman kebakaran
2 | Mewujudkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan kinerja
Pelayanan Birokrasi | akuntabilitas pemenuhan kebutuhan | melalui pemenuhan
yang Bersih dan kinerja Satuan Polisi | manajemen perkantoran | kebutuhan manajemen
Akuntabel Pamong Praja perkantoran

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Prov. Sultra

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana merupakan bagian dari pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara nasional di
bawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata
kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40
Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja.

Maka Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini telah menerbitkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana serta
turunannya Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana.
Melalui produk hukum daerah tersebut, telah dijelaskan bahwa Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana adalah salah satu perangkat
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daerah yng memiliki kewenangan melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
dan sub urusan kebakaran. Secara garis besar hal ini telah
diimplementasikan diantaranya dalam kegiatan patroli gangguan
trantibum, perlindungan masyarakat, operasi penegakan peraturan
perundang-undangan daerah, operasi tim yustisi dan pencegahan serta
penanggulangan kebakaran sesuai dengan kedudukan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Bombana saat ini.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan
nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman
pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 8 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2008-

2027,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun
2008 - 2027 disusun dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah
kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan, dengan senantiasa
berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan
dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk

tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana
Tahun 2008- 2027 adalah :

a. matra keruangan dari pembangunan daerah;
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b. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;

c. dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;

e. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antarwilayah
kabupaten dan antarkawasan serta keserasian antarsektor;

f. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah,
swasta, dan masyarakat;

g. alat pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola

ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :
a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
wilayah yang meliputi jaringan transportasi, telekomunikasi, energi,
dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah

kabupaten.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :
a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya;

c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis daerah.

Kebijjakan pengembangan kawasan lindung meliputi :
a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
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Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian

lingkungan hidup meliputi :

a. menetapan kawasan lindung;

b.

mewujudkan kawasan lindung dalam wilayah kabupaten minimal
30% (tiga puluh persen} dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan
kondisi ekosistemnya;

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang
telah menurun akibat pengembangan budidaya, dalam rangka

mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistern wilayah.

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang

dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :

a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup;

melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan
dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar
tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya;

melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak
langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang
pembangunan yang berkelanjutan;

mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi
mendatang;

mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin
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pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang
terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya;

g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi

bencana di kawasan rawan bencana.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mewujudkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Bombana vyang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan
potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul, dapat dilakukan
analisa SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strenghth)

» Dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 216 orang yang
terdiri dari 186 orang PHTT dan 30 orang PNS.

» Dukungan sarana dan prasarana operasional kantor dan
operasional lapangan.

» Adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang
mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :

» Adanya kemitraaan antara Pemerintah Daerah, TNI. POLRI,
Kejaksaan, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan
Komponen Masyarakat.

b. Kelemahan (Weaknesses) :

» Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kkebijakan

operasional karena Kemampuan dan keterampilan personil yang

terbatas.
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» Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan
ketertiban umum karena keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung,.

» Dukungan anggaran yang terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal
a. Peluang {Opportunities)

» Adanya pembinaan personil melalui pendidikan dan latihan.

» Adanya dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah,

» Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat
aparatur dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia yang
mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara
struktural maupun sosial.

b. Tantangan (Threats)

» Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.

» Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap
peraturan perundang-undangan.

» Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai
aktbat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah daratan dan
kepulauan serta karakteristik penduduk {suku, bahasa, agama
dan budaya yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan
pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana yang optimal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dengan memperhatikan
potensi peluang dan tantangan yang mungkin timbul yang dirumuskan

sebagai isu-isu strategis sebagai berikut :

34




RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Rab. Bombana Tahun 20172022

Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana mengingat resiko kerja yang tinggi.

Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bombana.

Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta
mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah.
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan
humanif dan persuasif.

Peningkatan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana
dalam pencegahan dini serta penanggulangan bencana kebakaran.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bombana.

Peningkatan kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bombana.

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara ketentraman dan

ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi
SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan
sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang

direncanakan.

Sehubungan dengan itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai

sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas.

2. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima} tahun ke depan.

Mengacu pada pengertian di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana menetapkan sasaran yang dapat disusun

keterkaitan dengan tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 |:; Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas

Sasaran 1 | : { Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD

Tujuan 2 |: | Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan
Akuntabel

Sasaran 2 | : | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja

36




RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana Tahun 2017-2022

Secara lebih detail tujuan dan sasaran, indikator tujuan dan

sasaran dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

: : Target Kinerja Kondisi
No Tujuan Sasaran Indlksator Tujuan/ L ] Akhir
asaran 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022
1. Mewujudkan Tingkat Kepuasan NA NA | Bak | Bak | Bak Baik
Pelayanan Publik Masyarakat
Berkualitas terhadap pelayanan
publik
1a. Meningkatnya Indeks Kepuasan NA | NA | Bak { Bak | Baik Baik
kualitas pelayanan | masyarakat atas
publik OPD pelayanan OPD
2 Mewujudkan Peningkatan Nilai C cC BB BB A A
Pelayanan Predikat SAKIP
Birokrasi yang
Bersih dan
Akuntabel
2a Meningkatnya Hasil Evaluasi C cC BB BB A A
akuntabilitas SAKIP Satuan Polisi
Kinerja Satuan Pamong Praja oleh
Polisi Pamong Inspektorat Daerah
Praja
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BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program

indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka
melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati
Bombana, sedangkan kebijakan merupakan arah / tindakan yang harus
dipedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD

Tahun 2017-2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana sebagai berikut :

Visi - : MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017—2022
Misi - : Melanjutkan Reformasi Birokrasi =
Tujuan Sasaran Strateg: Arah Kebu akan

Mewujudkan Meningkatnya Memelihara Peningkatan kualitas

Pelayanan Publik kualitas pelayanan ketentraman dan pengamanan dan

Berkualitas publik OPD ketertiban umum pengayoman
dengan melaksanakan | tranmastibum serta
patroli siaga Menggalang
gangguan kesadaran masyarakat
tranmastibum serta untuk berpartisipasi
Peningkatan dalam pencegahan
kesiagaan dan dan pemadaman
pencegahan bahaya kebakaran
kebakaran

Mewujudkan Meningkatnya Meningkatkan Peningkatan kinerja

Pelayanan Birokrasi akuntabilitas kinerja | pemenuhan melalui pemenuhan

yang Bersih dan Satuan Polisi Pamong | kebutuhan kebutuhan

Akuntabel Praja manajemen manajemen
perkantoran perkantoran
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan
sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana menetapkan beberapa
kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

a. Memperhatikan Tupoksi dari tiap bidang dan sekretariat.

b. Memperhatikan program pemerintah Kabupaten Bombana, pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat.

¢. Mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa yang akan

datang.

Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input},

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara lebih detail kajian program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif (Lampiran 2).
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BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Dalam penyusunan indikator kinerja didasarkan pada
beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan antara lain :

1. Langsung : dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil/outcome
yang akan diukur.

2. Objektif : terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi
terhadap hasil, hanya mempunyai satu dimensi (hanya mengukur satu
fenomena) dan tepat secara operasional.

3. Cukup : sedapat mungkin satu indikator saja sudah mampu
mengukur hasil.

4, Kuantitatif : dalam angka (umlah atau persentase, dsb). Indikator
kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur
dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

5. Terinci : Merinci/memilah hasil program di tingkat masyarakat atau
dimensi lainnya biasanya akan lebih mudah untuk menjelaskan hasil
suatu program/kegiatan.

6. Praktis : Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat
diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.

7. Dapat diyakini : dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan

yang tepat.

Adapun Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana dapat dilihat pada adalah sebagai berikut :
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No. Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama Formula Perhitungan Per:laar:'?:; ng
1, Meningkatnya kualitas Tingkat Kepuasan masyarakat | Nilai kepuasan Kepala
pelayanan publik OPD atas pelayanan OPD masyarakat Satuan
berdasarkan hasil
survei
2. | Meningkatnya akuntabilitas Hasil Evaluasi SAKIP Satuan | Predikat SAKIP oleh Kepala
kinerja Satuan Polisi Pamang | Polisi Pamong Praja oleh Inspektorat Daerah Satuan
Praja Inspektorat Daerah

Adapun Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja Utama Formula Perhitungan Penf;;?f;l "
1. Pemeliharaan Kantrantibmas Rasio Jumlah Linmas per Jumlah Petugas Linmas / (Jumlah | Kabid Linmas
dan Pencegahan Tindak 10.000 penduduk Penduduk / 10000} x 100%
Kriminal
2 Peningkatan Keamanan dan Tingkat penyelesaian Jurmlah pelanggaran K3 yang Kabid
Kenyamanan Lingkungan pelanggaran K3 (ketertiban, terselesaikan / Jumlah Tranmastibum
ketentraman, keindahan) pelanggaran K3 yang dilaporkan
masyarakat dan terindentifikasi
oleh SATPOL PP x 100%
3. Penegakan Peraturan Daerah Cakupan Penegakan PERDA | Jumlah penyelesaian penegakan | Kabid PPUD
PERDA / Jumlah pelanggaran
PERDA x 100%
4, Peningkatan Sarana Dan Cakupan pelayanan bencana | {Jumlah armada kebakaran x Kabid Damkar
Prasarana Pencegahan Bahaya | kebakaran kabupaten 10.000 / Jumiah penduduk) x
Kebakaran 100%
8. Pelayanan Administrasi Cakupan kebutuhan Prosentase administrasi Sekretaris
Perkantoran administrasi perkantoran yang | perkantoran yang terpenuhi
terpenuhi
6. Peningkatan Sarana dan Cakupan kebutuhan sarana Prosentase sarana dan prasarana | Sekretaris
Prasarana Aparatur dan prasarana aparaturyang | aparatur yang terpenuhi
terpenuhi
7. Program Peningkatan Disiplin Cakupan kebutuhan disiplin Prosentase disiplin aparatur yang | Sekretaris
Aparatur aparatur yang terpenuhi terpenuhi
8 Peningkatan Kapasitas Sumber | Cakupan kebutuhan Prosentase peningkatan Sekretaris
Daya Aparatur peningkatan kapasitas sumber | kapasitas sumber daya manusia
daya manusia yang lerpenuhi | yang terpenuhi
9 Peningkatan Pengembangan Cakupan kebutuhan Prosentase kebutuhan pelaporan | Sekretaris
Sistem Pelaporan Capaian pelaporan capaian kinerja dan | capaian kinerja dan keuangan
Kinerja dan Keuangan keuangan yang terpenuhi yang terpenuhi
10. | Pengembangan Rencana Kerfja | Cakupan kebutuhan Prosentase kebutuhan Sekrefaris
SPKD penyusunan Rencana Kerja penyusunan Rencana Kerja dan
dan Anggaran yang terpenuhi | Anggaran yang terpenuhi

Secara lebih detail

indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat
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pada Tabel Target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bombana Berikut :

Kondisi Target Capaian Sefiap Tahun | Kondisi Kinerja
. Kinerja pada pada akhir
No- tndikator awalperiode | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 202 |  periode
RPJMD RPJMD
1 2 3 4 § ] 7 8 9
1. | Tingkat Kepuasan Masyarakat NA NA Baik Batk Baik Baik Baik
atas Pelayanan OPD
2. | Hasil Evaluasi SAKIP Satuan c cc BB BB A A A
Polisi Pamong Praja oleh
inspektorat Daerah
3. | Cakupan Penegakan 81% 86% 80% 95% 95% 100% 100%
Regqulasi Daerah
4. | Cakupan pelayanan bencana 5.44% 541% 1 10,81% | 27,03% | 37.85% | 43.25% 100%
kebakaran kabupaten
5. | Rasio Jumiah Linmas per 38,35% 38,35% | 48% 48% 48% 48% 48%
10.000 penduduk
6. | Tingkat penyelesaian 0% 24% 40% 60% 80% 100% 100%
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan}
7. | Cakupan kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
administrasi perkantoran yang
terpenuhi
8. | Cakupan kebutuhan sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan prasarana aparatur yang
terpenuhi
9. | Cakupan kebutuhan disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
aparatur yang terpenuhi
10. | Cakupan kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan kapasitas sumber
daya manusia yang terpenuhi
11. | Cakupan kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang terpenuhi
12. | Cakupan kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran yang terpenuhi
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BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada
Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rangcangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Pemerintah
Daerah. Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dan memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan
berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan
ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan

keputusan bupati.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana Tahun
2017-2022 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan
program serta kegiatan-kegiatan kurun waktu lima tahun mendatang
(2018-2022). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan tersebut nantinya
akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.
Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja

dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Implementasi dari dokumen
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ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota
organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari
seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat
diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud Visi Pemerintah

Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Q BUPATI BOMBANA,

ﬁ,

kﬁ. TAFDIL
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Lampiran 1.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana

Rasio antara Realisast dan Anggaran padd Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

Uratan Anggaran pada Tahun Realisas! Anggaran pada Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2018 2012 | 2093 | 2014 | 2015 | 2016 |Anggaran |Realisasi
1 2 3 4 x 3 7 I ] 10 11 17 13 “ 15 1] 17 18
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1112130000 1.300562901| 1.179490.500 | 1525517572 | 1691.553583 | 1063850017} 1.096449.924 | 1.170.866.136 | 1.456.427.884 | 1562676258 | 9566| 8431| 9927| 9547 9356
Gaj dan Tunjangan Pegawai 1112130000 | 1300562901 | 1.179.490500 | 1.525517.672| 1691553583 | 1.063.850.0171 1096.449.924 | 1.170.866136§ 1.456427.884 | 1.582676.258| 9566| 8431) 9927| 9547} 93.56
BELANJA LANGSUNG 1913430000 | 1881434000} 2837.313367] 26519914100 2313411000f 1907.215530 | 1.871.035412] 27965618149 | 2476227451 | 2264.025991| 9968 9945| 9857 9337} 97.87
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRAS! PERKANTORAN 1658630000 |  1.503.432000 7500017001 1.013230.250 | 1010660000 | 1.654.539.9201 1493324.385(  747.905193]  996.714.401 962640242 | 9974 9933| 9919| 9837 9525
Penyedizan Jasa Surat Menyurat - 240.000 1.300.000 700.000 550,000 - 240.000 1.298.000 694.780 550.000 -1 10000| 9985| 99257 100,00
Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber
Daya Alr dan Listrik 4.680.000 5.880.000 10.803.700 10.100.000 18.500.000 3.734.420 5.160.885 9.358793 9.330.821 13075745 7980 &a777| 8583 9238| 7925
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasionat . 1.554.000 3900.000 5.700.000 7,500,000 ; 1517.000 3104.000 621.000 6.895.465 .| orez| 759 1089|9194
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 24 000.000 42120000 £4.000.000 26.400.000 74,100,000 24.000.000 42.120.000 61.230 000 26.450.000 74190000 | 10000| 100007 9555{ 10000} 100.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.800.000 26.500.000 9.950.000 12.500.000 4950.000 1.800.000 26.500.000 9.950.000 4.447.000 4950000 | $0000% 10000} 10000} 3558 100.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000 16.460.000 16.000.000 13.000.000 14.460.000 12.000.000 16.460.000 15.000.000 12.000.000 14.460.000 | 100,00 10000 10000] 100.00] 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 6.000.000 9,750.000 7.500.000 14,000.000 12.000.000 5.998.000 9,750,000 7.500.000 14.000.000 12000000 99971 10000] 100001 10000| 10000
Penyediaan Bahan Bacaan {Koran,
Majaiah, Tabloid) 7.400.000 3210000 4,360,000 8.380.000 16.100.000 6.757.500 3.210.000 4.115.000 8.360.000 15595000 9132| 10000| 9438 9976 9686
Penyediaan Peraturan Perundang-
Undangan . 1.000.000 1.000.000 - - 998.500 997,000 . - -1 995t 970 .
Penyediaan Makanan dan Minuman

21.000.000 14,020,000 54 672.000 296.728.250 229.132.000 21.000.000 14.020.000 54.672.000 296.709.500 2291320001 10000 | 100,00 100.00| 9999] 100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

£2.950.000 79.773.000 £6.696.000 99.402.000 155,956,000 80.250.000 70.468.000 86.040.400 96,831,300 155912032 9675{ 8834 9924| 9741| 9997
Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 1.499.000.000 |  1.302925000 494,640,000 526.320.000 479320000 | 1.499.000.000 |  1.302.880.000 494,640,000 526.320.000 435880000 f 100,00 | 10000] 10000] 10000] 90,94
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR

193.600.000 110.139.000 734,516.667 437.076.010 216.191.000 192.690.610 110.128.027 729.845956 426,894 000 216179.749| 9953 | 9999 9936f§ 9767§ 99.99
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Qperasional . 450.000000 - . 450.000.000 . . - 100,00 -
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Raslo antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun | Rata-rata Pertumbuhan

Uraian Anggaran pada Tahun Reafisasi Anggaran pada Tahun
2012 013 2014 2015 2018 2012 2013 201£ 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2018 |Anggsran |Realisasi
1] 2 3 £ § a r ] L} 2 1 12 13 1% 15 14 1 L1

Pengadaan Alat-Alat
PersenjalaanKeamanan 32.500.000 ; £9.900.000 . - 32.500.000 ; £9.900.000 - -| 16000 - 10000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5.000.000 - 23.300.000 59.000.000 6.000.000 5.000.000 - 22.000.000 £56610.000 £.000.000 § 100,00 - 9442| 99341 100,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor - . 11,500,000 . . - - 11.500.000 - - - -4 10000
Pengadaan Meubeleur 4.000.000 - - 147.180.410 - 4.000.000 - . 146850.000 - 100,00 - -| 9978
Pangadaan Komputer - - 10.000.000 14.000.000 14.000 000 - - 10.000.000 14.000.000 14.000.000 - -] 10000} 10000] 100.00
PemeliharaarvRahabilitasi Gedung
Kantor 4.600.000 10.800.000 3.000.000 14.300.000 7.300.000 4.590.000 10.800.000 3.000.000 7.283.000 7.300.000] 9978| 100,00 | 10600f 50.93| 100.0C
Pemeliharaan/Rehabilifasi Kendaraan
Dinas/Operasianal 145.100.000 94.639.000 162.816.667 192.596.000 180.016.000 144.200.610 94628027 159.445.956 192.234.000 180.004.749 99,38 99,99 97,93 9991 99,99
Pemeliharaan/Rahabilitasi
Perlengkapan Gedung Kantor . 2.060.000 . 3.100.000 1.575.000 - 2.000.000 - 1.020.000 1575.000 -1 100,00 -] 3290] 10000
Perneliharaan/Ranailitasi Peralatan
Gedung Kantor . 1.000.000 2.000.000 2.000.000 - . 1.000.000 2.000.000 2.000.000 - -| 10000 10000) 100,00
Parneliharaan/Rahabilitasi Komputer

2.400.000 2700000 3000000 4900000 5.300.000 2.400.000 2.700.000 3.000.000 4.897.000 5300.000] 10000] 100001 100.00 99,94 | 100.00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR - 76.900 000

- 184.500.000 145.000,000 - - 79.900.000 183.800.000 144 .620.000 - -1 100,00 99,62 99,74
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- - 79.900.000 120.000.000 120.000.000 . - 79.000.000 119.670.000 119.620.000 - -] 10000 9,73 99.68
Pengadaan Pakaian Dinas dan
Atributnya - - - - 12.600.000 - - . - 12.600.000 - - - -1 100,00
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu - 64.500.000 12400000 - - . 64.130.000 12.400.000 - - - 9943} 100,00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
5.500.000 11.000.000 25.000.000 - - 5.500.000 10.809.300 24.026.000 . -1 160,00 98.271 9610
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan . R £ 500,000 11.000.000 25.000.000 . 5.500.000 10.809.300 24.026.000 . -| 10000 98271 96.10
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
8.000.000 9.648.000 12.000.000 21.999.750 10.000.000 8.000.000 9.648.000 11.992.000 13.249.750 10000000 | 100,007 100,00 99,93 60.23| 100.00

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 5.000.000 9.648.000 4,500,000 21.999.750 10.000.000 5.000.000 9.648.000 4.496.000 13249750 10.000.000 | 100,00 | 100,00 99,91 60,231 100,00

Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD 3,000,000 . 7.500.000 - - 3.000.000 - 7.496.000 - -| 10000 -] 9%
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\Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasl dan Anggaran pada Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2012

2013

2014

2015

2018

2012

2013

2014

2015

2018

2012

2013

2014

205

2018

Anggaran

Reallsast

1

£

]

10

12

13

14

15

18

17

18

PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN

53.000.000

192 215.000

1,163.770.000

899,085.000

847.160.000

51,985.000

191.935.000

1.133.850,000

777.060.000

847 160.000

98,08

99,85

9743

86,43

100,00

Penyiapan Tenaga Pendukung
Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

852.010.000

701.280.000

500.000.000

822.090.000

626.300.000

500.000.000

96.49

89,11

100,00

Pengendalian Keamanan Lingkungan

53.000000

192.215.000

311.760.000

197 805.000

347.160 000

51.985.000

191.935.000

311.760,000

150.760.000

347.160.000

98,08

99.85

100.00

76.22

100,00

PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

66.000.000

87.625.000

60.100.000

£9.400.000

66.000.000

87625000

59.400.000

59.400.000

100,00

100.00

98,84

100,00

Pengawasan Pengendalian dan
Evaluas! kegiatan Polisi Pamang Praja

60.100.000

59.400.000

59.400.000

59.400.000

98,84

100,00

Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Pol PP Dengan
TNI/POLRI dan Kejaksaan

66.000.000

87.625.000

66.000.000

87.625.000

100,00

100,00

PROGRAM PENINGKATAN SISTIM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH

25.000.000

8.300.000

3320

Penanganan Xasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah

25.000.000

£.300.000

3320




tampiran 2. Rencana Program, Kegiatan, Indkator Kinerra, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif

Satuan Poiisi Pamong Praja Kabupaten Bornbana

Idikator Kinerja Data Gapaian Target Kineria Program dan Kerangka Pendanaan : - Unit Kera SKPD
Tujuan Sasaran Kode Progrqrn dan Tuan, Sasarar, pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kiner|a pada aknir Penanggung Lokasi
Kegiatan Pragram (outcome) Perencanaan perode Renstra SKPD jawap
dan Kegiatan {output) target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 § 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan Tingkat Kepuasan NA NA 1211.133.000 | Baik 1.568.783.000 [ Bak 3022529000 | Baik 2642529000 | Bak 2.262.528.000 Baik 10.727.503.000
Pelayanan Masyarakat terhadap
Publik pelayanan OPD
Bemiallas  [gnngeatnys Indeks Kepuasan A NA | 1211135000 | Bak | 1588783000 | Bak | 3022629000 | Gak | 2642509000 | Bak | 2262528000 Bak | 10727.503,000 [Kepala Satuan [22 kecamatan
kualitas masyarakat atas
pelayanan publik pelayanan OPD
OPD 1.05 {03 |18 Program Rasio Jumiah Lirmas 38% 38% 76.090 000 48% 61 884.000 48% 184.930.000 48% 184 930 000 48%, 184 830 000 48% 6§92 764.000 |Bidang Linmas |22 kecamatan
Pemeliharaan per 10.000 penduduk
Kantrantibmas &
Pencegahan
Tindak Kriminal
105 |03 |16 (01 |Peningkatan Jurnlah petugas linmas 0 0 - 0 302 108.840.000 |302 108.840.000 | 302 108.840.000 1906 orang 326.520.000 jSeksi Bina 22 kecamatan
kapasitas aparat  {yang lulus pelatihan orang orang orang Fotens!
dalam rangka Masyarakat
petaksanaan
siskamswakarsa 4
daerah
1.05 |03 |16 (05 |Pengawasan Jumiah taporan 1 Buku 1 Buku 76.090 000 | 1 Buku 61884 000 [ 1 Buku 76.030.000 | 1 Buku 76.090 000 [ 1 Buku 76090000 | 5Buku 366.244.000 [Seksi 22 kecamalan
pengendalian gan |pembinaan Operasional
evaluasi kegiatan  |operasional iInmas unrmas
polisi pamong praja
106 |03 |15 Program Tingkat penyelesaian 0% 24% 782.800.000 | 40% §91306.000 | 60% 1052.709.000 | 80% 1052709.000 | 100% 1.052 709.000 100% 4.932.236.000 |Bidang Rurnbia-
peningkatan pelanggaran K3 Ketentraman Rumteng
keamanan gan {ketertiban, Masyarakat &
kenyamanan ketentraman, Ketertiban Urum
lingkungan keindahan)
1.05 |03 {15 |01 |Penyiapan Tenaga |Jumlah Personil Satpol 35 Orang 35 625.000.000 - 35 630000001 35 63000000 35 63.000.000 | 175 Crang 814.000.000 |Seksi Operasi  |Rumbia
Pengendali PP sebaga) lenaga Orang Orang Orang Crang dan
Kemanan dan pengendali keamanan Pengendalian
Kenyamanan dan kenyamanan
Lingkungan lingkungan
1.05 |03 [15 |02 JPembanguran Pos {Tersedianya Pos 0 - - 1 Pos 181.509.000 [ 1 Pos 181.5909.000 [ 1 Pos 181.509.000 | 1 Pos 181 509.000 4 Pos 726.036.000 |Seksi Trantib Rumbia
Jaga/Ronda Jaga/Ronda Tengah
1.05 |03 j15 |03 [Pengendatian Frekuens! Patroli 3KalifHart |3 Kali/ 50 880.000 | 3 Kali / 85 000.000 | 3 Kalif 70.100.000 | 3 Kali / 70.100.000 | 3 Kaii/ 70.100.000 (3 Kali / Han 346.180.000 |Seksi Rumbia-
kebisingan, dan  |Kantrantibmas Hani Han Hari Hari Hari Ketentraman dan [Rurmteng
gangquan dan Ketertiban
kegiatan
masyarakat
105 |03 [15 |05 [Pengendalian Jumiah Kegatan 48 43 106 920.000 | S0 724800000 | 50 738,100.000 50 738 100 000 50 738.100.000 50 3.046.020.000 |Seksi Operast |22 kecamatan
Keamanan Pengendalran dan
Lingkungan Keamanan Pengendalan




] Kinerj Target Kinena Program dan Kerangka Pendanaan .
‘ Program dan 'I'Ij::;DrSasagan Data Capaian 3 ik g T ——" Unit Kerja SKPD .
Tyjuan Sasaran Kode ) ' ' pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Penanggung Loxas
Kegiatan Program {outcome) Pefencanaan perode Renstra SKPD jawab
dan Kegiatan (cutput} target Rp. target Rp target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 ] 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
105 (03 Program Cakupan Pensgakan 81% 86% 47520000 | 90% 337690000 [ 95% 376.190.000 | 95% 376.190.000 [ 100% 376190000 |  100% 1.513.780.000 |Bidang PPUD |22 kecamatan
Penegakan PERDA
Peraturan Daerah
1.05 (03 01 |Pembinaan Jumiah kegiatan 0 0 - 3 29,260 000 3 29260 000 3 29.260.000 3 29,260,000 12 117.040.000 [Seksi Binwasluh |22 kecamatan
Peraturan pembinaan Peraturan Kegiata Kegiata Kegiata Kegiata Kegiatan
Perundang- Perundang-undangan n n n n
undangan Daerah |Daerah
1.05 jo3 02 {Kerjasama Jurrlah petjanjian 0 0 . 0 24 13150000 | 24 13150000 [ 24 13.150.000 24 39.450.000 |Seksi Kerjasarna |Rumbia-
Penegakan kerjasama Penegakan Dokume Dekume Dekume Dokurrien Rumteng
Peraturan Peraturan Perundang- n n n
Perundang- undangan Daerah
undangan Daerah
1.05 (03 03 |Penegakan dan  jJumiah pelanggaran {22 Kasus 24 47 520.000 122 308.430.000 |20 333.780.000 |15 333.780.000 110 333.780.000 |10 Kasus 1.357.290.000 |Seksi 22 kecamatan
Penindakan perda yang ditangani Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Penyelidikan dan
Pelanggaran Penyidikan
Peraturan
Perundang-
undangan Daerah
105 |03 (26 Program Cakupan pelayanan 5.44% 541% 304.723.000 | 10.81% 197 900.000 | 27 03% 1.408.700.000 | 37,85% 1.028.700.000 | 43,25% 648 700000 | 4325% 3.586.723.000 |Bidang Rumbia,
Peningkatan bencana kebakaran Pemadam Rumteng,
Sarana Dan kabupaten Kebakaran Rarowatu,
Prasarana Rawut,
Pencegahan Lantari Jaya
Bahaya
Kebakaran
1.05 |03 |26 |01 |Penyediaan Jasa |Jumlah petugas 9 orang 12019 100.320.000 [ 12 org 92.900.000 ¢ 18 org 151.700.000 | 18 org 151.700.000 [ 18 org 151.700.000 | 18org £48.320.000 |Seksi Rumbia
Petugas Pemadam pemadam kebakaran Pengendalian
Kebakaran non PNS Operasional
Kebakaran
1.05 {03 |26 |02 {Pemehharaan Juriah Kendaraan 2 unit 2 unit 52.680.000 | 2 unit 105.000.000 [ 5 unit 105.000.000 | 7 unt 105.000.000 | & unit 105000000 |  Sunit 472.680.000 | Seksi Sarana Rumbia
Sarana dan dinas/operasional dan Prasarana
Prasarana pemadam kebakaran Permadam
Penceagahan datam kondisi baik Kebakaran
Bahaya Kebakaran
1.05 (03 |26 J03 [Pengadaan SaranajTersedianya sarana 2 unit 11 unit 136.923.000 - 3 unit 1.140.000.000 | 2 unit 760.000.000 1 1 unit 380.000.000 [ 19 unit 2 416,923 000 |Seksi Sarana Rumbia
dan Prasarana dan prasarana dan Prasarana
Pencegahan pemadam kebakaran Pemadam
Bahaya Kebakaran Kebakaran
1.05 [03 [26 (04 |Pendidkandan  |Jumlah petugas 3org 14.800.000 | 3org - Jorg 12000000 | Jorg 12.000.000 [ 3org 12000.000 { 12ofg 50.800.000 (Sexsi Rumpbia
Pelatihan Petugas |pemadam kebakaran Pencegahan dan
Permadam yang lulus pelatihan Penyuluhan
Kebakaran Kebakaran




ld_ikator Kinerja Data Capaian Targel Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan S Unit Kerja SKPC
Tujuan Sasaran Kode Programdan | - Tujuan, Sasaran, | o o, ronin Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinena pa%a I penanggung | Lokasi
Keglatan Program {oulcome) Perencanaan perode Renstra SKPD jawab
dan Kegratan (output) target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp target Rp
1 2 3 4 & [ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20
Mewujuckan Peningkatan Milai o} cc 1590933.000 | BB 1.389.777.000 BB 1614.556.000 A 1 574.556.000 A 1 574 556.000 A 7 744 378 000
Pelayanan Predikat SAKIP
Birokrast Yand  {Meningkatnyz Hasil Evaluasi SAKIP NA cC 1690933000 [ BB 1385777000 | BB 1614556000 A 1574556000 [ A 1 574 556 000 A 7.744 378 000
Bersih dan akuntabillas Satuan Polisi Pamong
Akuntabel kinerja Satuan Praja aleh Inspektorat
Palisl Parmang Daerah
Praja 105 {03 [o1 | |Program Persentase T00% 2buan | 100%|  1.246 522000 | 100%1] 990,127,000 | 100% | 1,069 406.000 | 100%1 | 1062406000 | 100%7 | 1 062406.000 | 100% /60 | 5 420.867.000 |Sekretans Rumbia
Pelayanan adminlstrasi 12 2Dutan 2 bulan 2bulan 12 bulan butan
Administrasi perkantoran yang bulan
Perkantoran terpenuhi
1.05 {03 01 [01 |Penyediaaniasa  |Jumiah Surat Masuk 200 Swal 200 550.000 |200 600,000 | 200 600.000 {200 600.000 (200 600 000 {1000 Surat 2950000 Kasubag Umum |Rumbia
sural menyurat dan Surat Keluar Surat Surat Surat Surat Surat & Kepegawaian
1.05 |03 |01 |02 [Penyediaan Jasa  |Prosentase Jasa 100% /12Bn  [100% 28.560.000 | 100% 32.943.000 [100% 33,000.000 [100% 35 000.000 [100% 36 000 000 |100% /60 166.502 00C |Kasubag Umum  |Rumbia
karmunikasi, Komunikasi, air dan 12 Bin 12 Bin /12 Bin {12 Bin 112 Bin Bin & Kepegawaian
sumber dayaalr  |listrik yang Tersedia
dan listrik
1.05 {03 lo1 06 [Penyediaanjasa IKendaraan Dinas 7UnitF12BIn 9 Unit/ 7.500.000 [13 Unit/ 7.500.000 }13 Unit/ 9.000.000 [13 Unit/ 9.000.000 (13 Unit/ 9000.000 (13 Unit /60 42.000.000 |Kasubag Umum |Rumbia
pemeliharaan dan {Operasional yang 12BIn 12BIn 128in 12BIn 12 Bin Bin & Kepegawalan
perizinan lengkap perizinan
kendaraan
dinasfoperasional
1.05 |03 |01 |07 {Penyediaanjasa  |Tersedianya Jasa 120rang#12bin { 12 125110000 | 12 130020000 | 12 110.520.000 } 12 110520000 | 12 110.520.000 [ 12 Orang 586.690 000 [Kasubag Rumbla
administrasi administrasi keuangan Qrang QOrang Orang Orang Qrang /60 bin Keuangan
keuangan 12bin f12bln M2 oin 12 bin 12bin
1.05 [03 [01 (08 |Penyediaan jasa  |Terpeliharanya 860 m2 H2hIn  [360 m2 10 800.000 (860 m2 18.000.000 1860 m2 18.000.000 [860 m2 18.000.000 (860 m2 18.000.000 (860 m2 /60 82.800.000 |Kasubag Urnum  fRumbia
kebersihan kantor, |kebersihan kantor 2bin 12 bln #12bin /12bln /12bin oln & Kepegawaian
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersin
1.06 {03 (01 110 (Penyedaan ATK  {Prosentase 100% / 12Bin  [100% 14 460.000 [ 100% 16.500.000 {100% 16 500.000 |100% 16 500.000 |100% 16 500.000 1100% /60 80.460 000 |Kasubag Umum |Rumbia
tersedianya ATK /12 BiIn 12 Bin 112 BIn {12 Bin /12 BIn Bin & Kepegawaian
1.05 |03 (01 [11 |Penyediaan Jumiah barang 480001br  |48.000 19.050.000 | 48.000 16.500.000 | 48.000 16500.000 { 48000 16,500,000 | 43.000 16.500.000 | 240.000 Ibr 85 050.000 |Kasubag Umum |Rumbia
barang cetakan celakandan tor lor lor fbr Ibr & Kepegawaian
dan penggandaan |penggandaan
1.05 [03 [01 |15 |Penyediaanbahan |Tersedianya bahan 60 Eksemplar |60 9.150.000 (6D 9.000.000 |60 9.000.000 {60 9 000.000 (60 5.000 000 |30 45 150.000 |Kasubag Umum [Rumbia
bacaan dan bacaan dan peraturan Eksem Eksempi Eksempl Ekserrpl Eksempl Eksemplar & Kepegawaian
peraturan perundang-undangan plar ar ar ar ar
perundang-
undangan
1.05 |03 |01 [17 |Penyediaan Prosentase 100% 712BIn  [100% 347 524000 [100% 143.400.000 100% 143,400,000 [100% 143,400,000 {100% 143.400.000 |100% /60 851.124.000 fKasubag Umum |Rumbia
makanan dan tersedianya makanan 12 BIn 112 Bin /12 Bin 12 Bin /12 Bin Bin & Kepegawaian
minuman dan minuman
1.05 |03 (01 [18 |Rapat-rapat Jummlah rapat-rapat 16 Kegiatan ~ [15 250.318.000 |15 251.864.000 |15 275.086.000 {15 275.086.000 |15 275 086.000 175 1.367 440.000 |Kasubag Rumbia
koordinasi dan koordinasi dan Kegiat Kegiata Keglata Kegiata Kegiata Kegiatan Program
konsultasi konsullasi yang an n n n n
terlaksana
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inerj Target Kinena Program dan Kerangka Pendanaan ) i
Program den qulkaiﬂsKlz Er]an Data Capaian : _— . Kendisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode 9 ! ujuan, =asara, pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Penanggung Lokasi
Kegiatan Program {outcome) Perencanaan perade Renstra SKPD jawab
dan Kegatan {output) target Rp target Rp target Rp target Rp. target Rp. target Rp
1 2 3 4 5 5 7 ) ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

105 {03 {01 {19 [Penyediaanfasa  [Jumiah pubtikast 18 tkian 10 15.000.000 (10 ikfan 15.000.000 {10 tklan 15 000000 {10 fklan 15 060.000 {10 #dan 15.000.000 {50 Idan 75.000 000 |Kasubag Rumbia
publikasi [klan Program

1.05 |03 |01 |20 [Penyediaanjasa  [Jumigh tenaga PHTT |67 Crang / 12 bular|é4 org 378 500.000 64 org 378 800.000 (&4 org 412.800.000 |64 org 412.800.000 |64 org 412.800.000 (64 org /60 1,995 700,000 [Kasubag Umum [Rumbia
administrasi /12 bin 112 bin /12 bin 12 bin H2bin bin & Kepegawaian
perkantcran

1.05 103 |02 Program Persentase kebutuhanf  100% /1 12Bin | 100% / 316 366.000 | 100% / 255350000 | 100% ¢ 278450000 | 100% ¢/ 235 450.000 | 100% ¢ 235 450.000 | 100°% | 60 1.321 066.000 |Sekretaris Rurbia
Peningkatan sarana dan prasarana 12 B 12 Bin 12Bhn 12BIn 12 Bin Bin
Sarana dan aparatur yang
Prasarana terpenuhi
Apatatur

1.05 03 |02 [Q5 [Pengadaan Jurriah kendaraan 18 unit 4 unit 80.000.000 - - 1 unit 43000000 - - - 5 unit 123.000.000 {Kasubag Umum |Rumbia
kendaraan dinas/operasional & Kepegawalan
dinas/operasional

1.05 (03 [02 |09 |Pengadaan Jumlah peralatan 41 unit 15 unit 32500.000 | 4unit 10000000 [ 4 unt 10000000 | 4 unt 10000000 | 27 unit 62 500.000 |Kasubag Umum |Rumbia
peralatan gedung  (gedung kantor & Kepegawaian
kantor

105 {03 |02 [10 |Pengadaan Jumiah mebeleur 35 unit 60 unit 55000.000 | 6 unit 6400.000 | 2 unit 4.000.000 | 2unt 4000000 [ 2umt 4000000 | 72 unt 73 400 000 [Kasubag Umum [Rumbia
mebeleur & Kepegawaan

1.05 {03 |02 [10 |Pengadaan Jumlah kemputer 10 unit - - 2 unit 5000.000 | 2 unit 10.000.000 { 2 unit 10000000 | 2 unit 10 Q00 000 8 unit 35.000.000 |Kasubag Umum |Rumbia
komputer & Kepegawaian

1.05 (03 j02 |22 {Pemelharaan Jurnlah gedung kantor Tunt12bin |1 unit 10 950.000 H1 unit 12.800.000 11 unit 12 600.000 |1 unit 12.600.000 |1 unit 12 600.000 |1 unit/50 bird 61.350.000 |Kasubag Umum {Rumbia
rutindberkala dalam kendisi baik 12 bin 12 bln 12 bin /12bin 12bin & Kepegawaian
gedung kantor

105 |03 Joz [24 JPemeliharaan Jumiah kendaraan Gunt/12bin  [13 unit 161 216000 |17 unit 175.250 000 |17 unit 175.250.000 |17 unif 175.250 000 {17 unit 175.250000 [17 unit /60 862 216,000 |Kasubag Umum  |Rumbia
rutin/berkala dinas/operasicnal H2bin H2bin H2bin /12bin 12bin bin & Kepegawaian
kendaraan dalam kendisl baik
dinas/operasional

1.05 |03 |02 [28 |Pemeliharaan Jumnlah peralatan Sumy12bin §8unit 4100000 |12 unit 18.500.000 }12 unit 18.600.000 |12 unit 18,500,000 12 unit 18.500.000 {12 unit /80 78.100.000 |Kasubag Umum Rumbia
rutinfberkala godung kantor dalam 112 bin /12 bin 112 bin /12 bin 12 bin bin & Kepegawaian
peralatan gedung  [kondst baik
kantor

105 103 102 130 JPemeliharaan Jumiah komputer 10 uhit126in 10 unit 5100 000 J10 wnit 5.100.000 40 unit 5.100 0C0 /42 unit 5.100.000 |14 unit 5100000 116 unit /60 26 500 000 |Kasubag Umum JRumbia
rutinfoerkala dalam kendisi bak 112bin 112 bin /12 bin /12 bin /12 bin bin & Kepegawaian
Komputer

1.05 {03 [03 Program Persentase kebutuhany  100% /128BIn  [100%/ 28045.000 [ 100% / 119 300.000 | 100% ¢ 203.500.000 | 100% / 203 500.000 | 100% / 203 500.000 | 100% /60 757 845 000 | Sekretans Rurrbia
Peningkatan disiplin aparatur yang 12 BIn 12 Bin 12 BIn 12 Bn 12BIn Bin
Disiphin Aparatur tefpenuhl

1.05 |03 {03 |02 [Pengadaan Jurniah pakaian dinas 19 gtel 18 145 000 {31 stet 31 stet 24 800 000 |31 stel 24.800.000 |31 stel 24800 00O 1143 stel 92 545,000 [Kasubag Umum |Rumbia
pakaian dinas besera & Kepegawaian
beserta perlengkapannya
perlengkapannya

1.05 |03 |02 |03 |Pengadaan Jumiah pakaan kera 35 stdl 33 stel 9900.000 | 116 stel 63 800 000 |154 stel 123200 000 (154 ste! 123 200.000 {154 stel 123200 000 |611 stel 443.300.000 |Kasubag Umum |Rumbia
pakaian kerja lapangan & Kepegawaian
lapangan




ikator Kinerj : Targat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan o
. Program dan T'i':::: st:rﬂ:n Data Capaian . : . : Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD .
Tujuan Sasaran Kode i : ' | pada Tahun Awal 2018 2019 2020 2021 2022 Penanggung Lokasi
Kegiatan Program {outcome} Perencanaan perode Renstra SKPD jawaD
dan Kegiatan (output) target Rp target Rp. target Rp. target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 3 6 7 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.05 103 |03 |05 |Pengadaan Jumiah pakaan olah 50 stel 1865 stet 55.500.000 {185 stel 55,500.000 [ 185 stel 55 500.000 [185 stel 55 500,000 1740 stel 222 000.000 Kasupag Umum |Rumbia
pakaian khusus raga & Kepegawaian
hari-han tertentu
1.05 (03 |04 Program Persentase 100% /12 Bin  |100% / 100% ¢ 25.000.000 | 100% s 53200000 | 100% ¢ 53200.000 | 100% / 53,200.000 | 100% /60 184 600 000 YSekretaris Rumpta
Peningkatan peningkalan kapasitas 12 8in 12 Bin 12 8in 12 BIn 12 Bin BIn
Kapasitas sumber daya manusia
Sumber Daya yang terpenuhi
Aparatur
105 (03 [04 |01 [Pendidikandan  |Jumlah aparatur yang 8 orang - 3org 28.200.000 |3 org 23.200.000 |3 org 28200000 | 14 orang 84 600 000 |Kasubag Rumbiz
pelatihan formal lulus pendidikan Program
105 |03 {04 [03 |Bimbingan teknis | Jumniah aparatur yang 4 orang 2org 25.000.000 (2 org 25.000.000 {2 org 25.000.000 Y2 org 25000.000 [ Borang 100.000.000 |Kasupag Rumia
implementasi paham implementasi Frogram
peraluran peraturan pefundang-
perundang- undangan
undangan
1.05 103 (05 Program Prosentase kebutuhan|  100% / 12BIn [ 100% / 100% ¢ - 100% ¢ 15.000.000 | 100% ¢ 15.000.000 | 100% ¢ 15.000.000 | 100% ¢ 60 45.000.000 |Sekretaris Rurnbia
Peningkatan pefaporan capaian 12Bin 12 Bin 12Bn 12 Bin 12Bin Bin
Pengembangan  {iinerja dan keuangan
Sisten Pelaporan |yang tetpenuhi
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.05 103 |05 |0t {Penyusunan Tersusunnya laporan |1 buku 1 buku 1 puky - |1 buku 5.000.000 (1 buku 5.000.000 (1 buku 5 000.000 |5 buku 15.000.000 |Kasubag Rurnbia
laporan capalan  [akuntabiltas kinerja Program
kinerja dan ikhfisar finstansi pemerintah
realisasi kinerja
SKPD
1.05 {03 05 |02 |Penyusunan Tersusunnya Laporan |7 buku 7 butku 7 buku - |7 buku 10.000.000 {7 buku 10.000.000 7 puku 10.000.000 |35 buku 30 000.000 |Kasubag Rumbia
pelaporan Keuangan Keuangan
keuangan
semesteran
105 |03 |05 Program Persentase keputuhan| 100% /12BIn  1100% / 100% / - 100% ¢ 5.000.000 | 100%/ 5.000.000 | 100% / 5000.000 } 100% / BO 15000 000 (Sekretaris Rumbia
Pengembangan  |penyusunan Rencana 12 Bin 12 Bin 12Bn 12 B 12Bn Bin
Rencana Kerja  |Kerja dan Anggaran
SPKD yang temenuhi
1.05 {03 [08 |01 |Penyusunan Terlaksananya 1 buky 1 buku 1 buku - |1 buku 5.000.000 {1 buku 5.000.000 {1 buku 5.000.000 |5 buky 15.000000 |Kasubag Rumbia
Rencana Kerja dan{Penyusunan Rencana Program
Anggaran SKPD  |Kerja dan Anggaran
|/
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